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Kriminolog Sebut Debt Collector 
Termasuk Kategori Organized Crime
Kriminolog UI M. Mustofa menye-
but, para debt collector bisa bermuat 
sewenang-wenang karena merasa dilin-
dungi atau di-backup berbagai pihak. 

crime (bisnis barang jasa ile-
gal) yang dalam melakukan 
kegiatannya mengandalkan 
kekerasan,” kata Mustofa, 
Senin (10/5).

Mustofa menyebut, para 
debt collector tersebut ber-
tahan karena telah dilindungi 
atau di-backup berbagai pihak. 
Dia menyebut, para pihak 
itu seperti polisi, politisi dan 
kekuasaan kemanan formal 
lainnya.

“Jadi nyali mereka besar 

JAKARTA (IM) - Krimi-
nolog Universitas Indonesia, 
M. Mustofa menyebut tak ada 
pembenaran atas aksi yang 
dilakukan oleh penagih utang 
(debt collector). Hal itu meny-

usul soal viralnya anggota TNI 
AD yang dikepung sejumlah 
debt collector beberapa hari 
yang lalu.

“Debt collector tersebut 
termasuk kategori organized 

karena merasa mempunyai 
backup yang kuat dibanding-
kan korban, termasuk terhadap 
anggota militer yang mem-
bantu korban,” ujar dia.

Sebelumnya beredar vid-
eo viral anggota TNI ber-
seragam lengkap dikepung 
debt collector saat hendak 
mengantar orang sakit ke 
rumah sakit. Para penagih 
utang hendak mengambil 
mobil yang dikemudian Serda 
Nurhadi.

Komando Daerah Militer 
(Kodam) Jaya mengecam 
tindakan penagih utang yang 
merampas kendaraan mo-

bil saat dikemudikan ang-
gota Bintara Pembina Desa 
(Babinsa) Sersan Dua (Serda) 
Nurhadi ketika mengantar 
orang sakit.

“Satuan TNI AD khu-
susnya Kodam Jaya, tidak 
mentolerir atas perlakuan dari 
pihak penagih utang yang se-
cara arogan mengambil paksa 
kendaraan yang dikemudi-
kan Serda Nurhadi sebagai 
Babinsa, yang akan menolong 
warga sakit dan memerlukan 
pertolongan untuk dirawat di 
rumah sakit,” ujar Kapendam 
Jaya Kolonel Arh Herwin BS 
di Jakarta.  han
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PENYERAHAN TALI ASIH
KEPADA KELUARGA KRU KRI 

NANGGALA-402
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 
(kedua kiri) menyerahkan dokumen 
kependudukan kepada salah satu 
keluarga kru KRI Nanggala-402 di 
Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, 
Senin (10/5). Pemkot Surabaya me-
nyerahkan dokumen administrasi 
kependudukan dan tali asih kepada 
sejumlah keluarga kru KRI Nang-
gala-402.

JAKARTA (IM) - Di-
rektur Pusat Studi Konstitusi 
(Pusako) Fakultas Hukum 
Universitas Andalas, Feri 
Amsari menilai, Presiden 
Joko Widodo  (Jokowi)  bisa 
membatalkan hasil Tes Wa-
wasan Kebangsaan (TWK) 
pegawai Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK). 

TWK merupakan bagian 
dari proses alih status pega-
wai KPK menjadi aparatur 
sipil negara (ASN). 

Menurut Feri, jika pres-
iden mendengarkan desakan 
sejumlah masyarakat terkait 
kejanggalan dari proses TWK 
tersebut dan ingin mem-
batalkannya, Jokowi tinggal 
memerintahkan secara lang-
sung atau tertulis. 

“Tinggal perintah, baik 
langsung maupun tertulis,” 
kata Feri, Senin (10/5).

Feri pun menduga bahwa 
Jokowi tahu proses TWK 
yang diprediksi berujung 
pada pemecatan 75 pegawai 
KPK itu. Sebab, menurut dia, 
penyelenggara TWK yakni 
Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) merupakan lembaga 
di bawah presiden. 

“Kuat dugaan Presiden 

adalah pemain utama dari 
berlangsungnya pemecatan 
ini, sebab berdasarkan per-
aturan peraturan perundang-
undangan, baik KPK, Ke-
menpan-RB dan BKN adalah 
bawahan Presiden,” kata Feri. 

Oleh sebab itu, menurut 
dia, untuk membuktikan 
tidak terlibat dalam upaya 
yang dinilai sebagai pelema-
han KPK secara sistematis 
ini, Jokowi tinggal meminta 
BKN menindaklanjuti hasil 
TWK tersebut jika ingin 
membatalkannya.

 “Tidak mungkin TWK 
yang bertentangan dengan 
UU KPK, UU ASN dan PP 
Nomor 41 Tahun 2020 yang 
turut presiden bentuk, dapat 
dilanggar begitu saja oleh 
peraturan KPK yang diben-
tuk Firli tanpa didukung oleh 
Istana,” kata Feri.

“Jadi TWK yang ber-
tentangan dengan nilai-nilai 
agama yang diyakini, UUD 
1945, UU HAM, UU Ad-
ministrasi Pemerintahan itu 
tentu saja dapat dibatalkan 
Jokowi. Misalnya, Presiden 
memerintahkan BKN untuk 
menindaklanjuti hasil TWK 
tersebut,” ucapnya.  han

Jika Tak Dukung 75 Pegawai KPK 
Dipecat, Jokowi Bisa Batalkan TWK

JAKARTA (IM) - Ketua 
MPR RI Bambang Soesatyo 
mengatakan untuk menghad-
irkan Pokok-pokok Haluan 
Negara (PPHN) diperlukan 
amandemen terbatas UUD 
1945. Dalam amandemen 
terbatas menambahkan ayat 
di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD 
1945.

Menurut Bamsoet, penam-
bahan satu ayat pada Pasal 3 
yang memberi kewenangan 
kepada MPR untuk mengubah 
dan menetapkan PPHN. Se-
mentara penambahan satu 
ayat pada Pasal 23 mengatur 
kewenangan DPR menolak 
RUU APBN yang diajukan 
presiden pasca 2024 apabila 
tidak sesuai PPHN.

“Sela in i tu t idak ada 
penambahan lainnya dalam 
amandemen kelima UUD 
NRI 1945. Termasuk, wa-
cana penambahan masa ja-
batan presiden menjadi tiga 
periode ataupun perubahan 
sistem presidensial. Justru kita 
perkuat, dari visi-misi pres-
iden menjadi visi-misi negara 
melalui PPHN,” ujar Bamsoet 

dalam keterangannya, Senin 
(10/5).

Hal tersebut disampaikan 
Bamsoet dalam Diskusi Aka-
demik ‘Urgensi Amandemen 
Terbatas Pokok-Pokok Haluan 
Negara (PPHN) untuk Kes-
inambungan Pembangunan’, 
di Universitas Ngurah Rai, 
Bali. Ketua DPR RI ke-20 
ini menjelaskan secara fi loso-
fis, PPHN adalah dokumen 
hukum bagi penyelenggara 
pembangunan nasional yang 
berbasis kedaulatan rakyat.

“Secara ideologis, ke-
beradaan PPHN dipandang 
mendasar dan mendesak, 
mengingat tidak saja proses 
pembangunan nasional me-
merlukan panduan arah dan 
strategi baik dalam jangka 
pendek, menengah dan pan-
jang. Tetapi juga yang lebih 
mendasar adalah guna me-
mastikan proses pembangunan 
nasional tersebut merupakan 
manifestasi dan implementasi 
dari ideologi negara dan fal-
safah bangsa, yaitu Pancasila,” 
tutur Bamsoet

Bamsoet mengungkapkan 
pasca amandemen keempat 
konstitusi, fungsi Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN) di-
gantikan dengan UU Nomor 
25/2004 tentang Sistem Per-
encanaan Pembangunan Nasi-
onal dan UU Nomor 17/2007 
tentang Rencana Pembangu-
nan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) Tahun 2005-2025.

Sementara penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 
berlandaskan visi dan misi 
calon Presiden dan Wakil Pres-
iden terpilih. Namun, menurut 
Bamsoet, hal tersebut justru 
tidak memberikan jaminan 
bahwa satu periode pemer-
intahan akan melanjutkan 
program pembangunan yang 
sudah dilakukan pemerintahan 
periode sebelumnya.

Ketiadaan Pokok-Pokok 
Haluan Negara (PPHN) me-
nyebabkan ketidakselarasan 
pembangunan nasional dengan 
daerah. Sebab sistem peren-
canaan pembangunan jangka 
menengah daerah (RPJMD) 
tidak terikat untuk mengacu 
RPJMN.

Hal ini mengingat visi dan 
misi gubernur/bupati/wa-
likota sangat mungkin berbeda 
dengan visi dan misi presiden 
dan wakil presiden terpilih. 
Demikian juga dengan visi dan 
misi gubernur/bupati/walikota 
diantara berbagai daerah lain-
nya.

Kepala Badan Bela Neg-
ara FKPPI dan Wakil Ketua 
Umum Pemuda Pancasila ini 
menjelaskan tidak heran jika 
berbagai kalangan mulai me-
nyuarakan dan mendukung 
agar MPR RI kembali memiliki 
kewenangan mengubah dan 
menetapkan PPHN.  han

Bamsoet Sebut PPHN Perlu 
Amandemen Terbatas UUD 1945“Yang dilaporkan tadi 

perkembangan ke saya be-
berapa bus yang ada di Solo, 
kemudian beberapa mobil 
yang ada di Jakarta. Kemudian 
yang baru dilakukan penghi-
tungan kapal,” jelas Ali.

Kasus dugaan t indak 
pidana korupsi di Asabri di-
duga telah menyebabkan keru-
gian keuangan negara sekitar 
Rp 23 triliun. Hingga saat ini 
penyidik telah menetapkan 
sembilan tersangka, di anta-
ranya  ARD, SW, HS, BE, IWS, 
LP, dan HH, serta JS. 

Saat ini berkas perkara 
kesembilan tersangka itu telah 
dilimpahkan untuk tahap per-
tama kepada jaksa penuntut 
umum. Total sementara nilai 
aset sitaan yang telah disita dari 
para tersangka mencapai Rp 
10,5 triliun. Adapun di kasus 
Jiwasraya, keenam terdakwa 
telah divonis bersalah oleh pen-
gadilan. Mereka diputus pula 
untuk membayar uang peng-
ganti kerugian negara sebesar 
Rp 16,8 triliun. Sementara aset 
yang disita mencapai Rp 18 
triliun. Dua terdakwa lainnya 
masih berproses di pengadilan. 
Selain itu, penyidik kejaksaan 
juga telah menetapkan 13 peru-
sahaan sebagai tersangka.  han

JAKARTA (IM) - Kejak-
saan Agung berencana mele-
lang aset sitaan kasus korupsi 
Jiwasraya dan Asabri dalam 
waktu dekat. Hal ini disebab-
kan sejumlah aset sitaan dalam 
dua perkara dugaan korupsi 
tersebut membutuhkan biaya 
pemeliharaan yang tinggi. 

“Asabri maupun Jiwasraya 
karena pemeliharaannya ter-
lalu tinggi,” kata Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Khusus 
Kejagung Ali Mukartono di 
Jakarta, Senin (10/5).

Menurut Ali, pelelangan 
aset sitaan yang belum dipu-
tus pengadilan diperbolehkan 
sebagaimana diatur di Pasal 45 
KUHAP. Salah satu dasar yang 
digunakan dari pasal tersebut 

adalah biaya penyimpanan aset 
terlalu tinggi dan bersifat cepat 
rusak. Rencana pelelangan aset 
sitaan Asabri dan Jiwasraya ini 
telah dikoordinasikan Jam-
pidsus kepada Kapus Pemeli-
haraan Aset. 

“Kan bisa, karena biaya pe-
nyimpanan terlalu tinggi, lekas 
rusak, boleh dilelang sebelum 
ada putusan,” ujarnya.

Aset sitaan yang diren-
canakan untuk segera dilelang 
adalah kapal, bus yang disita 
di Solo, Jawa Tengah, serta 
beberapa kendaraan mewah 
yang disita di Jakarta. Dengan 
demikian, barang bukti keja-
hatan dugaan tindak pidana 
korupsi Asabri dan Jiwasraya 
berubah menjadi bentuk uang. 

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan 
Kasus PT Asabri dan PT Jiwasraya

SUKABUMI (IM) - 
Iqbal Aulia, pemuda usia 21 
tahun, tewas mengenaskan 
usai mengikuti acara bagi-
bagi takjil yang diadakan ika-
tan alumni salah satu SMK 
di Kota Sukabumi. Peristiwa 
tragis itu terjadi pada Min-
ggu (9/5) kemarin. Kasus 
ini sudah ditangani pihak 
kepolisian.

Peristiwa itu bermula saat 
korban bersama rekan-rekan-
nya sesama alumni salah satu 
SMK menggelar kegiatan 
pembagian takjil di kawasan 
Cibaraja. Usai kegiatan itu, 
korban bersama temannya 
konvoi menggunakan motor 
ke arah Jalan Lingkar Selatan. 

Saat itulah tiba-tiba mun-
cul rombongan diduga pela-
jar dari sebuah SMK lain yang 
menghadang korban.

“Saat dihadang itu, dua 
orang terjatuh dari motor. 
Salah satunya korban. Rom-
bongan dari SMK lawan 
langsung mengeroyok dua 
korban, satu diantaranya 
meninggal dunia saat dibawa 
ke RS Asyifa Kota Suka-
bumi,” kata warga yang me-
nolak disebut namanya, Senin 

(10/5). Sumber tersebut men-
gatakan kasus pembacokan 
itu terjadi sekitar pukul 18.30 
WIB di depan Rumah Makan 
KariAm II.

“Tidak lama personel 
TNI dan kepolisian men-
datangi lokasi kejadian, 
kondisi luka korban juga 
seperti terkena bacokan sen-
jata tajam,” ujarnya.

Dihubungi  terpisah, 
Kasat Reskrim Polres Suka-
bumi Kota AKP Cepi Her-
nawan membenarkan ke-
jadian tersebut. Menurutnya 
petugas melakukan olah TKP 
tidak lama setelah kejadian.

“Kami mendapat laporan 
masyarakat terkait terjadinya 
penganiayaan, kemudian kita 
cek TKP setelah itu orang 
tua korban membuat laporan 
polisi dan kita terima. Atas 
dasar laporan tersebut kami 
sedang melaksanakan peny-
elidikan dan memperdalam 
perkara tersebut,” kata Cepi.

Terkait penyebab kema-
tian Cepi menyebut masih 
menunggu hasil otopsi. 

“Belum tahu masih di 
lakukan otopsi,” ucap Cepi. 
 mei

Alumni SMK di Sukabumi Tewas 
Dibacok Usai Bagikan Takjil

P E N G U M U M A N
Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa PT ROYAL TEKNIK 
INTERNASIONAL, tertanggal 10 Mei 2021 telah diputuskan untuk 
menurunkan Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan Perseroan 
menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Sehubungan dengan pembubaran tersebut, sesuai dengan Pasal 45 jo. 
Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
para Kreditur yang berkeberatan atas penurunan modal Perseroan dapat 
mengajukan Keberatan secara tertulis kepada perseroan dengan tembusan 
kepada Menteri dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penguman 
ini dengan menghubungi PRASATYO selaku Direktur Perseroan.

Jakarta, 11 Mei 2021
Direktur PT ROYAL TEKNIK INTERNASIONAL

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT GREENFIELDS 
DAIRY INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (“Perseroan”), 
tanggal 10 Mei 2021, Nomor 26, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, 
SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat, para pemegang saham telah memutuskan 
dan menyetujui :
Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp.5.000.000.000,- menjadi 
Rp.59.000.000.000,- dan modal ditempatkan/disetor Perseroan dari 
Rp.1.250.000.000,- menjadi Rp.58.478.040.000,- dengan cara menerbitkan 
57.228.040 saham Perseroan atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp.57.228.040.000,- yang dilakukan dengan mengkonversi hutang Perseroan 
kepada PT GREENFIELDS INDONESIA, pemegang saham Perseroan sebesar 
Rp.57.228.040.000,-. 
Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 11 Mei 2021
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN


